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Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Franchise  
Berdasarkan PSAK No. 23 




CV. Kedai Digital merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
franchise. Perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, 
sehingga dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan 
standar akuntansi umum. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian 
“perlakuan akuntansi terhadap pendapatan franchise berdasarkan PSAK No. 23 
(studi kasus pada CV. Kedai Digial Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perlakuan dan penerapan akuntansi terhadap pendapatan franchise di 
CV. Kedai Digital berdasarkan PSAK No. 23 tahun 2009. 
CV. Kedai Digital sebagai franchisor memperoleh pendapatan dari dua 
sumber, yaitu Joint Fee dan Royalty Fee. Joint fee dan royalty fee diukur dengan 
menggunakan harga kesepakatan. CV. Kedai Digital mengakui pendapatan atas joint 
fee dengan menggunakan metode kas. Perusahaan tersebut mencatat kas yang 
diterima pada saat awal perjanjian dengan franchisee sebagai pendapatan dan 
pengeluaran-pengeluaran yang terjadi untuk memenuhi kewajiban kepada pihak 
franchisee diakui sebagai biaya. Sedangkan metode yang digunakan CV. Kedai 
Digital untuk mengakui pendapatan atas Royalty Fee adalah metode full accrual. CV. 
Kedai Digital akan mengakui pendapatan atas Royalty Fee setiap akhir bulan sebesar 
2,5% dari total omset bulanan franchisee. 
Secara garis besar, perlakuan akuntansi terhadap pendapatan franchise di CV. 
Kedai Digital sudah sesuai dengan PSAK No. 23, kecuali metode pengakuan 
pendapan join fee. Metode yang digunakan CV. Kedai Digital untuk mengakui 
pendapatan atas joint fee kurang tepat. Metode tersebut menyebabkan pencatatan 
pendapatan dan biaya yang terlalu tinggi. Metode yang tepat untuk mengakui 
pendapatan atas joint fee adalah metode deposit. Metode ini mengakui pendapatan 
pada saat semua kewajiban-kewajiban kepada franchisee telah selesai dilaksanakan. 
Sebelum kewajiban-kewajiban tersebut selesai dilaksanakan, franchisor tidak 
mengakui penerimaan kas sebagai pendapatan melainkan mencatatnya sebagai uang 
muka. 
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CV. Kedai Digital is one company engaged in the franchise. This company is 
progressing quite rapidly, and it must be able to present financial statements in 
accordance with general accounting standards. Therefore, the author chose the title 
"accounting treatment for franchise revenues under PSAK No. 23 (case studies on 
the CV. Kedai Digital Yogyakarta). This study aims to determine treatment and 
application of accounting for income franchise in the CV. Kedai Digital under PSAK 
No. 23 years in 2009.  
CV. Kedai Digital as the franchisor earns revenue from two sources, namely 
the Joint Fee and Royalty Fee. Joint fee and royalty fees are measured using the 
price agreement. CV. Kedai Digital recognizes revenue on a joint fee using cash 
method. The company records the cash received upon initial agreement with the 
franchisee as revenue and expenses incurred in fulfilling obligations to the 
franchisee is recognized as a cost. CV. Kedai Digital to recognize revenue on royalty 
fee is the full accrual method. CV. Kedai Digital will admit royalty fee revenue on 
each end of the month amounted to 2.5% of total monthly turnover of the franchisee.  
The accounting treatment of franchise revenues in the CV. Kedai Digital are 
in accordance with PSAK No. 23, except for recognition method of joint fee.The 
method used CV. Kedai Digital to acknowledge the joint fee income is less precise. 
The method causes the recording of revenues and expenses are too high. Appropriate 
method to acknowledge the joint fee income is the method of deposit. This method 
recognizes revenue when all of the obligations to the franchisee has been completed. 
Before the obligations are fulfilled, the franchisor does not acknowledge receipt of 
cash as revenue, but record it as a down payment. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Profil Perusahaan 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
CV. Kedai Digital adalah suatu bentuk badan usaha perseroan 
komanditer, yang didirikan oleh Saptuari Sugiharto, SSi pada tanggal 28 
Maret 2005. Perusahaan ini didirikan dengan SIUP No: 503/ 1141/ 3658/ 
PK/ XI/ 2008. Alamat kantor pusat CV. Kedai Digital yaitu di Jl. Gambir 
No. 6b, Deresan, Yogyakarta, telp (0274) 7480080. 
CV. Kedai Digital bergerak dibidang pembuatan personal 
merchandising dan corporate merchandising. Jenis produk yang 
dihasilkan antara lain: pin, mug, keramik, poster, tas, jam, id card, 
gantungan kunci, kaos, bantal, dan lain-lain. 
Karena semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk 
yang sama dengan yang diproduksi CV. Kedai Digital, maka pada 
tanggal 17 September 2007 pemilik CV. Kedai Digital mengajukan merk 
dagang “Kedai Digital”  ke Dirjen HAKI dan disetujui pada tanggal 11 
Maret 2009 dengan mendapat nomor merk dagang : IDM000197585. 
Dalam kurun waktu 5 tahun Kedai Digital telah memiliki 42 mitra 
cabang yang tersebar di 24 kota di Indonesia, seperti Semarang, Bali, 
xiv 
 
Purwokerto, Aceh, Balikpapan, Medan, Surabaya, dan beberapa kota 
lainnya. 













Gambar II. 1 
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C. Deskripsi Jabatan 
Kedai Digital Corporate mempunyai 10 pegawai, yang terdiri dari 
satu orang sebagai  General Manager, satu orang sebagai koordinator tim 
corp, masing-masing divisi dan sub divisi ditangani oleh satu orang pegawai, 
dan dua orang pegawai sebagai tim supporting. Adapun rincian dari 
tanggungjawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:  
a. General Manager 
1) Memimpin bisnis Kedai Digital seluruh cabang dan seluruh bidang 
usaha. 
2) Melaksanakan misi Kedai Digital bersama seluruh tim Kedai Digital 
untuk meraih visi yang ditargetkan. 
3) Membangun sistem kerja secara berkelanjutan untuk seluruh cabang 
Kedai Digital. 
4) Menentukan langkah kerja dan perkembangan Kedai Digital 5 tahun 
ke depan. 
5) Mengkoordinir proses marketing, sales dan promosi bisnis Kedai 
Digital. 
b. Koordinator Tim Corporate (Corp) 
1) Menjembatani tim Kedai Digital Corp dengan General Manager. 
2) Menjembatani mitra bisnis Kedai Digital dengan tim Kedai Digital 




c. Divisi Kreatif Desain 
1) Menciptakan desain-desain promosi yang inovatif dalam bentuk 
leaflet, poster, neonbox, signboard, dan x-banner, yang menjadi ciri 
khas promosi Kedai Digital. 
2) Menciptakan desain kemasan yang unik dan komunikatif dan menjadi 
ciri khas Kedai Digital. 
3) Menciptakan desain promosi khusus yang dikaitkan dengan momen/ 
even tertentu dan menyebarkan keseluruh cabang Kedai Digital. 
4) Menciptkan desain yang mendukung pameran yang dilakukan Kedai 
Digital. 
5) Menciptakan template desain Kedai Digital untuk seluruh cabang 
Kedai Digital yang dikemas dalam bentuk album dan CD yang terus 
berinovasi setiap saat. 
6) Menciptakan mobile branding yang bisa dipakai oleh seluruh cabang 
yang membutuhkan. 
7) Mendukung seluruh kebutuhan desain cabang baru Kedai Digital, 
termasuk layout ruangan, peta lokasi dan seluruh desain yang 
diperlukan. 
d. Divisi Kreatif Cutting 
1) Melakukan eksplorasi produk cutting secara keseluruhan sehingga 
memiliki nilai jual yang lebih maksimal. 
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2) Membuat sample album desain produk cutting yang akan menjadi 
standar untuk seluruh cabang. 
3) Membuat list standar bahan baku yang diperlukan untuk produk 
cutting dengan sample-sample untuk seluruh cabang Kedai Digital. 
4) Memantau kebutuhan cabang untuk kelengkapan produk dan 
menyampaikannya ke Kedai Digital Supplies. 
5) Mencari jalur distribusi bahan baku produk cutting agar bisa terus 
berinovasi dengan produk baru. 
6) Menjadi konsultan setiap kasus produk cutting yang dihadapi oleh 
seluruh cabang Kedai Digital. 
7) Membuat SOP produk cutting yang terus di perbarui setiap saat dan 
menyampaikannya secara berkala kepada seluruh cabang Kedai 
Digital. 
e. Divisi Operasional, Promosi dan Marketing 
1) Melakukan perencanaan kerja sama promosi dan marketing kepada 
mitra Kedai Digital. 
2) Melakukan uji coba sistem kerja administratif dan bisnis Kedai 
Digital untuk diterapkan di seluruh cabang. 
3) Melakukan komunikasi internal dan eksternal untuk berhubungan 
dengan segala hal yang mendukung proses operasional Kedai Digital. 
4) Melakukan respon dan tanggapan untuk setiap saran, keluhan, yang 
ditujukan kepada Kedai Digital. 
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5) Melakukan rekrutmen dan training karyawan yang berkualitas untuk 
operasional seluruh cabang Kedai Digital. 
6) Memantau, menganalisa dan membukukan perkembangan operasional 
Kedai Digital dalam bentuk SOP yang selalu diperbarui. 
7) Sebagai koordinator yang menyampaikan laporan kepada General 
Manager untuk seluruh hasil kerja operasional tim Kedai Digital 
Corp. 
f. Divisi Maintenance 
1) Melakukan perawatan secara berkala pada seluruh peralatan produksi 
dan komputer Kedai Digital untuk area Yogyakarta. 
2) Menjadi konsultan untuk seluruh kasus maintenance peralatan dan 
komputer di seluruh cabang Kedai Digital. 
3) Menangani kasus kerusakan peralatan produksi cabang Kedai Digital, 
menjadi jembatan antara cabang dengan pabrik yang memproduksi 
mesin tersebut. 
4) Membuat SOP maintenance Kedai Digital dalam bentuk softcopy, 
hardcopy, maupun video, melengkapi SOP yang sudah ada untuk 
didistribusikan ke seluruh cabang. 
5) Mengelola maintenance website Kedai Digital dan group Kedai 
Digital di facebook, dalam betuk upload file, delete file, manajement 




6) Menyiapkan list sparepart tertentu yang kerap dibutuhkan dalam 
penanganan masalah peralatan dengan koordinasi pengiriman lelalui 
Kedai Digital Supplies. 
7) Membuat layanan online konsultasi maintenance melalui YM yang 
hanya bisa diakses oleh cabang Kedai Digital. 
g. Divisi Research dan Development 
1) Mencari produk-produk baru yang menjadi inovasi berkelanjutan 
untuk bisnis Kedai Digital. 
2) Mencari ide-ide baru dalam bentuk desain yang sudah ada, untuk 
diterapkan dalam media promosi kemasan dan setting ruangan yang 
menjadi ciri khas Kedai Digital, dengan bekerjasama sepenuhnya 
dengan divisi kreatif desain. 
3) Menganalisa harga produk Kedai digital secara berkala untuk 
disesuaikan dengan kemampuan pasar dan daya saing dengan pihak 
luar. 
4) Mencari penggunaan alternatif alat-alat tertentu yang akan 
mempermudah proses produksi Kedai Digital. 
5) Menganalisa dan mencari sistem terbaik dalam seluruh operasional, 
dari mulai rekrutmen karyawan, kontrak kerja, proses pelayanan, 
proses produksi, proses penyelesaian komplain, hingga proses 




6) Mengumpulkan ide-ide dan inovasi produk dari seluruh cabang, 
dibukukan lengkap dengan samplenya untuk dibagikan ke seluruh 
cabang di Indonesia. 
7) Mencari terobosan yang dibutuhkan dalam setiap lini bisnis Kedai 
Digital agar selalu tampak unik dan berbeda dengan bisnis sejenis. 
h. Sub Divisi Admin 
1) Mengumpulkan seluruh laporan cabang Kedai Digital, antara lain 
omset dan royalty, maksimal tanggal 5 bulan berikutnya. 
2) Mengumpulkan seluruh masukan, saran dan kritik dari mitra cabang 
yang disampaikan kepada tim Kedai Digital Corp untuk ditindak 
lanjuti. 
3) Mengumpulkan seluruh masukan, saran dan kritik dari konsumen 
Kedai Digital untuk disampaikan kepada tim Kedai Digital Corp atau 
manager kedai yang bersangkutan. 
4) Melakukan phone controlling, yang tiap minggu disampaikan kepada 
tim. 
5) Mengumpulkan seluruh tawaran kerja sama dari pihak luar, untuk 
disampaikan kepada manager marketing atau manager yang 
bersangkutan. 
6) Melakukan pengelolaan website Kedai Digital, termasuk upload info-
info baru tentang aktivitas bisnis Kedai Digital. 




8) Mendukung seluruh divisi Kedai Digital untuk kebutuhan 
administratif (SOP), perlengkapan teknis dan non teknis, untuk 
pembukaan cabang baru Kedai Digital. 
i. Sub Divisi Public Relation 
1) Melakukan komunikasi  setiap program kerja, promosi dan marketing 
kepada seluruh cabang Kedai Digital. 
2) Melakukan komunikasi Kedai Digital dalam even-even tertentu baik 
melalui radio, rilis media masa maupun pameran. 
3) Mencari ide promosi yang di konsep dalam program-program unik 
marketing. 
4) Mengelola komunitas konsumen Kedai Digital di website Kedai 
Digital, facebook atau media yang lain. 
5) Mengelola kartu member Kedai digital dalam bentuk pemberian 
diskon di outlet tertentu dan melibatkan mereka dalam even-even 
Kedai Digital. 
6) Mengelola database konsumen Kedai Digital untuk sarana promo 
melalui sms center. 
7) Mengelola data segala jenis promosi Kedai digital baik berupa leaflet, 
rilis koran, poster, iklan radio, dalam sebuah album yang bisa diakses 
untuk seluruh cabang. 
8) Menyiapkan seluruh materi pameran (pamflet, sample produk, desain 
tempat pameran, dan lain-lain). 
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9) Melalukan promosi yang konsisten untuk mengedukasi konsumen 
dengan produk-produk Kedai Digital yang unik tapi belum ter-
ekspose maksimal. 
j. Tim Supporting 
1) Menjadi bagian yang siap membantu divisi atau sub divisi yang 
membutuhkan tenaga tambahan. 
2) Mendukung semua divisi dan sub divisi. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Konsep franchise pertama kali berkembang di Indonesia pada tahun 
1970an, dengan berdirinya KFC, Swensen, dan Shakey Pisa yang kemudian 
diikuti oleh Burger King dan Seven Eleven. Pada tahun 1990, melihat 
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, politik yang stabil 
dan keamanan yang terjamin, para investor dari luar negeri mulai tertarik 
untuk menanamkan modalnya untuk membeli franchise di pasar Indonesia . 
Pada tahun 1992, di Indonesia terdapat 29 franchise yang berasal dari 
luar negeri dan 6 franchise lokal, dan secara keseluruhan, di Indonesia 
tersebar sekitar 300 outlet. Pada tahun 1997, jumlah franchise meningkat 
hingga 265 franchise, di mana terdapat 235 franchise internasional dan 30 
franchise lokal. Dan jumlah keseluruhan outlet adalah 2000. Pada tahun 
1997, terjadi krisis moneter di Indonesia yang diikuti dengan krisis ekonomi 
dan politik. Hal tersebut mengakibatkan jatuhnya industri franchise di 
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Indonesia. Banyak franchisor asing yang meninggalkan Indonesia dan hampir 
sekitar 500 outlet yang tutup dikarenakan kondisi yang tidak mendukung ini. 
Pada saat itu, jumlah franchise dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia 
menurun dari 230 hingga 170-180 franchise. Tetapi justru pada saat itu, 
franchise lokal mulai memadati pasar franchise Indonesia dari 30 meningkat 
hingga 85 merek produk yang berkembang. Hingga saat ini, franchise lokal 
berkembang hingga 360 merek produk, di mana terdapat 9000 outlet, baik 
sebagai franchisee ataupun franchisor (www.franchisekey.com). 
Dengan semakin berkembangnya industri franchise di Indonesia, 
setiap franchisor harus mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai 
standar akuntansi umum. Hal ini dimaksudkan agar para franchisee tertarik 
dan percaya untuk menanamkan modalnya pada bisnis franchise. CV. Kedai 
Digital adalah salah satu industri franchise yang sedang berkembang. Dalam 
kurun waktu 5 tahun terakhir perusahaan tersebut telah memiliki 42 
franchisee yang tersebar di Indonesia. Namun demikian, laporan keuangan 
yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut masih belum memenuhi standar 
akuntansi umum. Pencatatan akuntansi pada perusahaan tersebut masih 
menggunakan cash basic sehingga pendapatan franchise diakui dan dicatat 
pada waktu para franchisee membayarkan joint fee dan royalty fee. 
Secara umum laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang 
mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
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ekonomi. Laporan laba rugi adalah salah satu bagian dari laporan keuangan 
yang memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan 
dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu. 
Berdasarkan penjelasan diatas tampak bahwa laporan laba rugi 
merupakan salah satu komponen yang penting dalam laporan keuangan. 
Kesalahan dalam penentuan pendapatan dan biaya dapat berakibat fatal bagi 
kelangsungan hidup perusahaan, apalagi bila pihak perusahaan memiliki 
kecenderungan untuk memanipulasi laba perusahaan agar tampak bagus di 
mata investor. Untuk itu, keakuratan penyajian pendapatan dan biaya dalam 
laporan keuangan mutlak diperlukan sesuai dengan standar, sehingga 
pendapatan dan biaya yang tersaji benar-benar mencerminkan kinerja 
perusahaan selama periode akuntansi. Melihat pentingnya hal tersebut, maka 
penelitian ini mengambil judul “Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan 
Franchise Berdasarkan PSAK No. 23 (Studi Kasus pada CV. Kedai Digital 
Yogyakarta)”. 
 
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pendapatan franchise di CV. 
Kedai Digital Yogyakarta? 
2. Apakah penerapan akuntansi terhadap pendapatan franchise di CV. Kedai 




D. Tujuan Penelitian 
Penelitian yang penulis lakukan terhadap perlakuan pendapatan 
franchise ini dihaparkan dapat memberikan informasi sebagai jawaban atas 
pertanyaaan-pertanyaan yang telah penulis rumuskan sesuai dengan 
permasalahan diatas, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pendapan franchise di 
CV. Kedai Digital Yogyakarta. 
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi terhadap pendapatan 
franchise di CV. Kedai Digital Yogyakarta sudah sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
 
 
1. Bagi Penulis 
Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diterima di 
bangku kuliah dengan membandingkan teori dengan permasalahan yang 
ada di lapangan. 
2. Bagi CV. Kedai Digital Yogyakarta 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
informasi kepada perusahaan dalam rangka pembuatan laporan keuangan 
yang sesuai dengan standar akuntansi umum. 
3. Bagi Pembaca 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 
bacaan, referensi dan dasar penelitian selanjutnya khususnya bagi 













ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
D. Tinjauan Pustaka 
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1. Definisi Pendapatan 
Pendapatan sebagai salah satu elemen penentuan laba rugi suatu 
perusahaan masih belum mempunyai pengertian yang seragam. Hal ini 
disebabkan pendapatan biasanya dibahas dalam hubungannya dengan 
pengukuran dan waktu pengakuan pendapatan itu sendiri. 
Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) No. 23 tahun 2009 mendefinisikan pendapatan 
sebagai berikut: 
 Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi 
yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu 
periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas 
yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. 
Menurut Zaki Baridwan dalam Buku Intermediate Accounting 
(1997: 30) merumuskan pengertian pendapatan adalah:  
Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu 
badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari 
keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan 
atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain 
yang merupakan kegiatan utama badan usaha. 
Menurut Eldon S. Hendriksen (2000: 374) dalam Teori Akuntansi 
menjelaskan bahwa pendapatan adalah: 
Pendapatan (revenue) dapat mendefinisikan secara umum 
sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur 
dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui 
setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada 
dasarnya telah diselesaikan. Dalam praktek ini biasanya 
pendapatan diakui pada saat penjualan. 
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Disamping definisi yang dinyatakan diatas terdapat definisi 
pendapatan dari Suwardjono (2008: 185): 
Pendapatan adalah aliran masuk aset/ kenaikkan aset lainnya 
pada suatu entitas atau penyelesaian/ pelunasan kewajiban 
entitas tersebut dari penyerahan atau produksi barang, 
pemberian/ penyerahan jasa, aau kegiatan lain yang membenuk 
operasi utama dan berlajut dari entitas tersebut. 
Sofyan Syafri Harahap (2001:236) mengemukakan bahwa: 
”Pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan 
kepada langganan/ mereka yang menerima”. Eldon Hendriksen 
mengemukakan definisi mengenai pendapatan sebagai berikut: : “Konsep 
dasar pendapatan adalah pendapatan merupakan proses arus, yaitu 
penciptaan barang dan jasa selama jarak  waktu tertentu”. 
Dari devinisi-devinisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
pendapatan adalah arus masuk bruto yang dihasilkan dari aktivitas utama 
perusahaan selama satu periode akuntansi. 
2. Sumber Pendapatan 
Suwardjono (2008: 356) mengatakan pendapatan dalam 
perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan non 
operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari 
aktivitas utama perusahaan. Sedangkan pendapatan non operasi adalah 
pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan. 
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Jumlah nilai nominal aktiva dapat bertambah melalui berbagai 
transaksi tetapi tidak semua transaksi mencerminkan timbulnya 
pendapatan. Kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari: 
a. Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya 
tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. 
b. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa “barang dagangan” 
seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau 
cabang perusahaan. 
c. Hadiah, sumbangan, atau penemuan. 
d. Revaluasi aktiva. 
e. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk. 
Dari kelima sumber tambahan aktiva diatas hanya butir kelima yang 
harus diakui sebagai sumber pendapatan walaupun laba atau rugi 
mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain 
produk sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-dua (Suwardjono, 
2008: 355). 
3. Pengukuran Pendapatan 
Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada saat suatu pendapatan 
diakui, yaitu pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter 




Ikatan Akuntan Indonesia memberikan ketentuan mengenai 
pengukuran pendapatan yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi 
Keuangan (2009) yang isinya sebagai berikut: 
Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat 
diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari 
suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan 
pembeli atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut, dapat 
diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat 
diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume 
yang diperbolehkan perusahaan. 
Menurut PSAK no. 23 tahun 2009, pendapatan dapat diukur 
dengan nilai tukar, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam nilai tukar 
ini yaitu sebagai berikut: 
a. Potongan pembayaran dan pengurangan lain dari harga seperti rugi 
piutang ragu-ragu perlu disesuaikan untuk menghitung net cash yang 
sebenarnya. 
b. Untuk transaksi bukan dengan kas, apabila nilai dari barang yang 
diserahkan dianggap sama dengan nilai pasar wajar dari barang yang 
akan diterima maka nilai tukarnya adalah nilai buku barang yang 
akan diterima lebih atau kurang dari nilai buku barang yang akan 
diserahkan maka selisihnya nilai pasar barang yang diterima dengan 
nilai buku barang yang diserahkan merupakan keuntungan. 
4. Pengakuan Pendapatan 
Tujuan dari semua usaha pada akhirnya adalah untuk 
mendapatkan pendapatan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
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Secara umum, pendapatan diakui pada saat realisasinya atau sepanjang 
tahap (siklus) operasi. Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tahun 2009 menjelaslan 
kapan suatu pendapatan diakui adalah sebagai berikut: 
a. Pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pada saat tanggal 
penjualan, biasanya merupakan tanggal penyerahan produk kepada 
pelanggan. 
b. Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada 
saat jasa tersebut telah dilakukan. 
c. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva sumber-sumber 
ekonomi perusahaan oleh pihak lain, seperti pendapatan bunga, dan 
royalty diakui sejalan dengan berlakunya waktu atau pada saat 
digunakan aktiva yang bersangkutan.  
d. Pendapatan dari penjualan aktiva diluar barang dagangan seperti 
penjualan aktiva tetap atau surat berharga diakui pada saat tanggal 
penjualan. 
Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima 
atau yang dapat diterima. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas 
atau setara kas. Bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, 
nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal 
dari kas yang diterima atau yang dapat diterima (PSAK, 2009). 
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Berkaitan dengan masalah pendapatan tersebut, ada beberapa hal 
yang perlu diketahui tentang prinsip pengakuan pendapatan yang 
menyatakan bahwa pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan 
ketika (Dyckman, Dukes dan Davis: 1999): 
a. Pendapatan dihasilkan, dan 
b. Pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi. 
Pengakuan pendapatan mendapat kendala yaitu proses penentuan kapan 
pendapatan dapat diakui dan dilaporkan untuk suatu periode tertentu dan 
berapa jumlahnya, proses penetuan waktu dan besarnya pendapatan yang 
diakui ini berkaitan dengan konsep realisasi pendapatan (Revenue 
Realization) 
Menurut Skousen (1995), ada beberapa variasi metode pengakuan 
pendapatan berdasarkan saat terjadi transaksi penjualan, yaitu: 
a. Sebelum Penyerahan Barang dan Jasa 
Dalam peristiwa ini, biasanya terjadi apabila periode  
konstruksi atau pembuatan barang yang akan dijual atau periode 
pelaksanaan jasa relatif lama yaitu lebih dari satu tahun. Metode 
pengakuan pendapatan yang dapat dipergunakan, antara lain: 
 
1) Metode kontrak selesai (completed-contract). 
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Metode ini hanya akan digunakan apabila suatu 
perusahaan mempunyai  kontrak  jangka  pendek,  apabila  
kondisi-kondisi  untuk menggunakan akuntansi persentase 
penyelesaian tidak dipenuhi, atau apabila ada ketidakpastian 
yang melekat dalam kontrak di luar resiko bisnis yang normal. 
2) Metode persentase penyelesaian (percentage-of-completion) 
Menurut metode ini, perusahaan akan mengakui 
pendapatan dan biaya sesuai dengan kemajuan perusahaan 
dalam menyelesaikan kontrak dan tidak menangguhkan 
pengakuan unsur-unsur ini sampai kontrak diselesaikan. 
American Institute of Certified Public  Accountants (AICPA) 
mendefinisikan  beberapa  unsur  yang  harus  ada  jika  
akuntansi persentase penyelesaian akan digunakan: 
a) Taksiran yang handal dapat dibuat mengenai sejauh mana 
kemajuan (progress) pendapatan kontrak dan biaya kontrak 
mendekati penyelesaian. 
b) Kontrak itu sendiri harus menetapkan dengan jelas 
pelaksanaan hak mengenai barang-barang dan jasa-jasa 
yang akan disediakan dan diterima oleh para pihak yang 
bersangkutan, konsideran yang akan dipertukarkan, dan cara 
serta syarat-syarat penyelesaian. 




d) Kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan 
kewajiban sesuai dengan kontrak. 
3) Metode pelaksanaan proporsional (propertional performance 
method) 
Jenis kontrak lain yang seringkali berlanjut dalam suatu 
jangka waktu yang lama adalah kontrak jasa. Apabila jasa yang 
dilaksanakan dapat diselesaikan dengan satu kegiatan tunggal 
atau dalam suatu jangka waktu yang relatif pendek, tidak akan 
timbul masalah pengakuan pendapatan. Financial Accounting 
Standards Board (FASB) menganjurkan bahwa kecuali jika 
kegiatan akhir dari jasa yang akan dilaksanakan sangat vital bagi 
kontrak dan kegiatan-kegiatan sebelumnya relatif kurang 
penting, seperti pengepakan dan akhirnya pengiriman barang 
dalam suatu kontrak pengangkutan, pendapatannya harus diakui 
menurut metode pelaksanaan proporsional. 
b. Sesudah Penyerahan Barang atau Pelaksanaan Jasa 
Dalam peristiwa ini, pendapatan dapat diakui dengan 
beberapa metode, yaitu: 
 
 
1) Metode Full Accrual 
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Berdasarkan metode ini, pendapatan dari penjualan 
diakui penuh tanpa memperhatikan apakah pembayaran sudah 
diakui seluruhnya atau masih sebagian, asalkan sudah memberi 
uang muka. 
2) Metode Penjualan Cicilan (installment sales) 
Menurut metode ini, pendapatan lebih baik diakui ketika 
kas diterima daripada saat penjualan. Penerapan yang paling 
umum untuk metode ini adalah: 
a) Untuk barang dagangan 
Laba akan diakui sebesar persentase laba (laba 
dibagi penjualan) dikalikan penerimaan cicilan. 
b) Untuk real estate 
Dengan rumusan yang sama dengan barang 
dagangan,maka rumus untuk mencari laba yang direalisasi 
juga dapat diterapkan pada perusahaan real estate, hanya 
terdapat beberapa perbedaan dalam jurnalnya. Hal ini 
dikarenakan karakteristik perusahaan  real estate berbeda 
dengan perusahaan dagang. 
3) Metode Perolehan Kembali Harga Pokok (Cost Recovery 
Method). 
Menurut metode ini, tidak ada laba yang diakui untuk 
suatu penjualan sampai harga pokok barang yang dijual diperoleh  
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kembali  melalui penerimaan kas. Setelah itu, semua penerimaan 
berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan. Metode ini hanya 
digunakan apabila keadaan-keadaan yang melingkupi suatu 
penjualan sangat tidak pasti sehingga pengakuan yang lebih awal 
tidak mungkin dilakukan. 
4) Metode Kas 
Menurut metode ini, semua biaya dibebankan sebagai 
beban (expense) ketika  dikeluarkan  dan  pendapatan  diakui  
ketika  penerimaan  kas dilakukan. Metode pengakuan pendapatan 
dan biaya yang ekstrim ini hanya akan tepat bila tingkat kepastian 
dari kerugian potensial atas suatu kontrak tidak dapat ditaksir. 
Metode ini, jarang digunakan dalam penjualan barang dagangan 
dan real estate karena hak untuk mengambil kembali akan 
memberikan nilai yang sangat besar bagi penjual. 
c. Metode Akuntansi Sebelum Pengakuan Pendapatan 
Perjanjian-perjanjian penjualan tertentu adakalanya  
melibatkan  suatu pertukaran baik barang-barang atau aktiva moneter 
seperti kas atau wesel tagih sebelum batas dimana proses pendapatan 
diselesaikan secukupnya untuk mengakui pendapatan. Dalam 
keadaan seperti ini, prosedur akuntansi yang khusus harus 
diterapkan. Adapun metode-metode pengakuan pendapatan yang 
digunakan adalah: 
1) Metode Deposit 
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Metode ini menerapkan bahwa tidak ada pendapatan 
yang diakui sampai kontrak penjualan diselesaikan. Adakalanya 
uang pembayaran pertama kurang memadai pembayarannya. 
Apabila uang muka terlalu kecil, kepastian transaksi diragukan. 
Kas yang berasal dari setoran pembelian dilaporkan sebagai 
deposito (uang muka atau tanda jadi) atas kontrak dan dalam 
neraca digolongkan sebagai hutang. Aktiva tetap yang akan 
dijual tetap ditunjukan sebagai harta penjual dan hutang yang 
berhubungan dengan aktiva itu tetap dilaporkan sebagai hutang 
penjual. Jika pembeli membatalkan niatnya dan uang muka atau 
deposito itu menjadi milik penjual (sebagai denda), maka, 
deposito itu harus dikredit sebagai laba. 
2) Metode Penjualan Konsinyasi (Consigment Method) 
Metode ini digunakan hanya apabila consignor (penjual) 
menitipkan barang dagangan kepada pihak lain, yaitu consignee, 
yang kemudian bertindak sebagai agen bagi consignor untuk 
menjual barang-barang tersebut. Perlakuan akuntansinya, hak 
milik dari barang dagangan tersebut tetap dikuasai oleh  
consignor sampai suatu penjualan dilaksanakan. Consignor 
harus membuat catatan akuntansi khusus, seperti perkiraan-
perkiraan ‘persediaan dalam konsinyasi’ yang terdiri dari barang 
yang dititipkan ke consignee dan biaya-biaya yang dikeluarkan 
yang berhubungan dengan barang konsinyasi tersebut. 
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Consignee  biasanya membuat catatan pro-memori atas 
penerimaan persediaan untuk kepentingan pengendalian. Dan 
biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi yang telah 
dikeluarkan oleh consignee, dicatat pada perkiraan piutang. 
Consignee juga berhak atas komisi jika penjualan dilaksanakan 
dengan sukses. Apabila suatu penjualan dilaksanakan, consignor 
akan mengakui  penjualan  itu sebagai pendapatan sesuai dengan 
salah satu dari metode-metode pengakuan pendapatan, dan 
consignee akan mengakui komisi sebagai pendapatan dari 
transaksi tersebut. 
5. Pengungkapan Pendapatan 
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 
23 tahun 2009 mengenai pengungkapan pendapatan, perusahaan harus 
mengungkapkan sebagai berikut: 
a. Kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan 
termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian 
transaksi penjualan jasa. 
b. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama 
periode tersebut termasuk pendapatan dari: 
1) Penjualan barang. 




4) Dividen, dan 
5) Royalty. 
6. Definisi Istilah-Istilah dalam Bisnis Franchise 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 yang mengatur 
tentang waralaba di Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan: 
b. Waralaba (franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang 
perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas 
usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah 
terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh 
pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 
c. Pemberi waralaba (franchisor) adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau 
menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. 
d. Penerima waralaba (franchisee) adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan 
dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. 
Sedangkan Baridwan (1997: 165-168) menjelaskan beberapa 
istilah yang sering digunakan dalam bisnis franchise adalah sebagai 
berikut: 
a.  Franchise adalah suatu organisasi yang terdiri dari bagian-bagian 
marketing, produksi dan/atau penelitian, dibuat dan dikelola oleh 
franchisor (atau sekelompok franchisee yang bertindak sebagai 
xl 
 
franchisor), sebagai suatu cara untuk memperluas dan mengawasi 
distribusi suatu barang atau jasa, 
b. Area franchise adalah suatu perjanjian yang mentransfer hak franchise 
dalam suatu daerah tertentu yang mengijinkan dibukanya sejumlah 
toko dengan franchise tersebut. Dalam keadaan ini, keputusan-
keputusan tentang bayaknya toko (usaha), lokasi setiap usaha dan lain-
lainnya pada umumnya ditentukan oleh franchisee secara sepihak, 
yaitu tanpa campur tangan dari franchisor. 
c. Individual franchsie adalah suatu perjanjian yang mentransfer hak 
franchise kepada perseorangan atau satu lembaga untuk mengijinkan 
dibukanya satu toko (usaha) dengan franchise tersebut. 
d. Bargain purchase (sewa beli) merupakan suatu transaksi dimana 
franchisee dimungkinkan membeli alat atau bahan pembantu dengan 
harga yang jauh dibawah harga pasarnya. 
e. Initial franchise fee merupakan pembayaran untuk membentuk 
hubungan franachise dan menyediakan beberapa jasa mula-mula. 
f. Initial services merupakan pasal-pasal yang umum dalam suatu 
perjanjian franchise dimana franchisor menyetujui untuk 
menyediakan beberapa jenis jasa dan nasihat kepada franchisee 
(bantuan untuk pemilihan lokasi, iklan, dan pelatihan karyawan). 
g. Continuing franchise fee (royalty) adalah pembayaran untuk hak-hak 
yang kontinyu yang diberikan berdasarkan perjanjian franchise dan 
untuk jasa-jasa umum atau khusus selama masa perjanjian. 
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7. Akuntansi untuk Pendapatan Franchise 
FASB statement no. 45 menetapkan standar akuntansi untuk beberapa 
hal yang berhubungan dengan pendapatan franchise, sebagai berikut: 
a. Initial franchise fee 
Initial franchise fee dapat diakui sebagai pendapatan apabila 
franchisor telah memenuhi sebagian besar jasa dan kondisi-kondisi 
untuk penjualan ini. Yang dimaksud dengan sudah memenuhi 
sebagian besar jasa adalah: 
1) Franchisor tidak mempunyai sisa kewajiban atau yang dimaksud 
dalam perjanjian. 
2) Sebagian besar dari seluruh jasa mula-mula dari franchisor yang 
diperlukan untuk memenuhi perjanjian franchise telah 
dilaksanakan. 
3) Tidak ada kondisi dan kewajiban-kewajiban penting lainnya yang 
berhubungan dengan penentuan pelaksanaan. 
Apabila perjanjian franchise tidak mengharuskan franchisor 
untuk memberikan jasa mula-mula tetapi terdapat praktek untuk 
memberikan jasa mula-mula secara cuma-cuma maka melaksanakan 
sebagian besar tidak dianggap sudah dilakukan sampai jasa mula-
mula sudah benar-benar dilaksanakan atau adanya kepastian bahwa 
tersebut memang tidak akan diberikan. 
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Dalam FASB statement no. 45 paragraph 6 disebutkan bahwa 
apabila tidak ada kepastian jaminan akan dibayarnya angsuran oleh 
franchisee, maka franchisor harus menggunakan metode angsuran 
(installment) atau metode cost recovery untuk mengakui initial 
franchise fee. 
b. Hubungan antara franchisor dan franchisee 
Seorang franchisor dapat menjamin hutang franchiseenya, 
dalam artian menjadi krediturnya, atau mengawasi usaha seorang 
franchisee deng cara penjualan barang atau dengan perjanjian-
perjanjian lain yang dibuat sedemikian rupa sehingga untuk tujuan-
tujuan praktis franchisee tersebut adalah berafiliasi pada 
franchisornya. Papat pula dua franchisor menyatukan risiko dengan 
saling menjual masing-masing franchiseenya. 
Dalam semua keadaan diatas, pendapatan tidak boleh diakui 
bila semua jasa-jasa, syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang 
penting yang berhubungan dengan penjualan tersebut sebagian besar 
belum dilaksanakan. 
c. Alokasi pendapatan 
Perjanjian franchise biasanya menentukan satu jumlah initial 
franchise fee sebagai pembayaran untuk hak-hak franchise dan jasa 
mula-mula yang akan dilakukan oleh franchisor. Dalam jumlah fee 
tersebut sudah termasuk pembayaran untuk memperoleh aktiva tetap. 
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Dalam kondisi tersebut, alokasi jumlah fee untuk aktiva-aktiva 
tersebut harus didasarkan pada harga pasar aktiva-aktiva tersebut dan 
dapaat diakui sebelum atau sesudah pengakuan untuk jumlah yang 
diperhitungkan sebagai initial fee. 
Ada kalanya dalam perjanjian franchise dilakukan pemisahan 
jumlah-jumlah dari total fee yang dihubungkan dengan jasa-jasa 
tertentu yang akan dilaksanakan oleh franchisor. Jasa-jasa tersebut 
biasanya saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga tidak dapat 
dilakukan pemisahan jumlah fee untuk setiap jasa secara objektif. 
Oleh karena itu tidak diperbolehkan total fee untuk tiap-tiap jasa 
sebagai suatu cara untuk mengakuinya sebagai pendapatan sebelum 
semua jasa yang penting sebagian besar sudah dilaksanakan. 
Pengecualian terhadap hal tersebut dapat dilakukan, dengan kata lain 
dapat dilakukan alokasi apabila harga sesungguhnya dari jasa-jasa 
tertentu memenag tersedia, misalnya melalui penjualan jasa tertentu 
secara terpisah. 
d. Franchise fee berikutnya 
Franchise fee berikutnya yang diterima oleh franchisor akan 
dicatat sebagai pendapatan pada saat fee tersebut diperoleh (earned) 
dan menjadi piutang dari franchisee. Biaya-biaya yang berhubungan 
dengan franchise fee berikutnya harus dicatat sebagai biaya dalam 
periode terjadinya. Meskipun sebagian dari fee berikutnya 
direncanakan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti program advertensi, 
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hal itu tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai fee tersebut 
diperoleh dan menjadi piutang dari franchisee. 
Suatu pengecualian bisa terjadi bila franchise tersebut 
merupakan hubungan keagenan dimana sebagian dari fee berikutnya 
akan dipisahkan dan digunakan untuk tujuan tertentu. Dalam keadaan 
seperti ini jumlah yang dipisahkan tersebut akan dicatat sebagai utang 
dan akan dibebani dengan biaya dari tujuan-tujuan yang sudah 
ditentukan itu. 
e. Penjualan produk berikutnya 
Franchisee dapat membeli sebagian atau seluruh alat-alat atau 
bahan pembantu yang diperlukan untuk usahanya dari franchisor. 
Atau dapat pula franchisee mempunyai hak untuk melakukan 
“bargain purchase” untuk alat-alat atau bahan pembantu selama suatu 
periode tertentu atau sampai jumlah tertentu. Apabila harga alat dan 
bahan pembantu tersebut lebih rendah daripada harga penjualan 
barang-barang tersebut kepada pelanggan lainnya atau apabila harga 
untuk franchisee tidak memberikan laba yang cukup bagi franchisor, 
maka sebagian dari initial franchise fee harus ditangguhkan dan 
diperlakukan sebagai penyesuaian harga jual. Penyesuaian tersebut 
dilakukan pada saat franchisee membeli alat atau bahan pembantu 
dari franchisor. Perhitungan jumlah initial franchise fee yang 
ditangguhkan dilakukan dengan salah satu cara berikut ini: 
xlv 
 
1) Selisih antara harga jual kepada pelanggan lain dan harga jual 
kepada franchisee. 
2) Jumlah yang cukup untuk menutup harga beli barang di atas harga 
jualnya kepada franchisee dan masih dapat memeberikan laba 
yang cukup wajar pada franchisor. 
f. Penjualan sebagai agen 
Franchisor dapat juga berfungsi sebagai agen bagi 
franchiseenya, yaitu dengan melakukan pembelian barang-barang dan 
menjualnya kembali pada franchisee tanpa mendapatkan laba. 
Transaksi ini oleh franchisor harus dicatat sebagai piutang dan utang 
dalam neraca dan tidak diakui sebagai pendapatan atau biaya. 
g. Biaya-biaya franchise 
Biaya-biaya langsung atau tambahan biaya yang berhubungan 
dengan penjualan (yang difranchisekan) dimana pendapatannya 
belum diakui, biasanya harus ditangguhkan (deferred) sampai saat 
diakuinya pendapatan. Jumlah biaya yang pembebanannya 
ditangguhkan tersebut tidak boleh lebih besar dari pendapatan yang 
diharapkan sesudah dikurangi taksiran biaya-biaya yang akan timbul. 
Biaya tidak langsung yang sifatnya biasa dan terjadinya berulang yang 
tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan tingkat penjualan 
(seperti biaya umum, penjualan dan administrasi) harus dibebankan 
sebagai biaya dalam periode terjadinya. 
h. Penarikan kembali franchise 
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Franchisor dapat menarik kembali hak-hak franchise dari 
franchisee apabila franchisee memutuskan untuk tidak membuka toko 
(usaha) nya. Apabila franchisor mengembalikan uang yang sudah 
diterima, maka transaksi penjualannya harus dibatalkan, dan 
pendapatan yang sudah diakui sebelumnya harus diperhitungkan 
sebagai suatu pengurangan terhadap pendapatan dalam periode 
penarikan kembali franchise tersebut. 
Dalam hal penarikan kembali franchise dimana franchisor 
tidak harus mengembalikan uang yang sudah diterima maka 
perlakuannya sebagai berikut: 
1) Transaksi penarikan kembali franchise tersebut tidak boleh diakui 
sebagai pemabatalan penjualan. 
2) Tidak perlu dibuat adjustment atas pendapatan yang sudah diakui 
sebelumnya. 
3) Taksiran jumlah piutang tidak dapat ditagih yang timbul dari 
piutang-piutang yang belum dibayar harus diperhitungkan, dan 
4) Uang yang sudah diterima dari franchisee dan tidak dikembalikan 
yang sebelumnya belum diakui sebagai pendapatan, harus 
dilaporkan sebagai pendapatan. 
i. Pengungkapan 
FASB statement no. 45 menyatakan beberapa hal yang perlu 
dijelaskan dalam laporan keuangan franchisor sebagai berikut: 
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1) Semua ikatan-ikatan dan kewajiban-kewajiban yang penting yang 
timbul dari perjanjian franchise, termasuk penjelasan tentang jasa 
(service) yang sudah disetujui untuk dilaksanakan tetapi belum 
dilaksanakan sampai tanggal laporan keuangan. 
2) Apabila tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk 
memperkirakan akan dibayarnya suatu franchise fee, maka dalam 
catatan terhadap laporan keuangan harus ditunjukkan apakah 
digunakan metode angsuran atau recovery cost method. 
Disamping itu, harus dijelaskan harga jual, pendapatan, dan biaya 
yang ditangguhkan dari franchise itu (tahun berjalan dan 
kumulatif) dan periode-periode dimana fee tersebut jatuh tempo. 
3) Apabila jumlahnya cukup besar, initial franchise fee harus 
dipisahkan dari pendapatan franchise fee lain. Apabila initial 
franchise fee dimasa yang akan datang diharapkan menurun 
jumlahnya karena jumlah penjualan sudah mencapai “saturation 
point” diharapkan untuk menunjukkan fakta ini. 
4) Pendapatan dan biaya-biaya dari usaha milik fanchisor sedapat 
mungkin harus dipisahkan dari pendapatan dan biaya yang berasal 
dari usaha yang franchisenya diserahkan kepada franchisee. 
Apabila ada perubahan yang besar dalam usaha franchisee dalam 
periode tersebut, maka hal-hal berikut harus dijelaskan: 
1.  Franchise yang dijual. 
2. Franchise yang dibeli selama periode tersebut. 
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3. Jumlah usaha franchise. 
4. Jumlah usaha franchise yang dioperasikan.  
 
E. Analisis dan Pembahasan 
Pernyataan Standar Akuntansi No 23 tahun 2009 yang mengatur 
tentang Pendapatan, menyatakan bahwa pernyataan tersebut diterapkan untuk 
perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, yang menyajikan laporan 
keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, 
termasuk penilaian, pengakuan, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali 
bila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan lainnya mensyaratkan 
perlakuan akuntansi yang berbeda. 
Berdasarkan pernyataan diatas, CV. Kedai Digital sebagai franchisor 
menerapkan akuntansi untuk pendapatan franchise sebagai berikut: 
1. Sumber Pendapatan 
Sumber pendapatan franchise CV. Kedai Digital diperoleh dari 
dua sumber yaitu joint fee dan royalty fee. 
a. Joint fee 
Merupakan pendapatan operasi perusahaan yang diperoleh 
dari penyerahan produk perusahaan berupa brand “Kedai Digital®”, 
laba penjualan peralatan dan bahan baku serta initial services.  
Nominal yang harus dikeluarkan pihak franchisee untuk Joint Fee 
adalah 40-50 juta rupiah. 
b. Royalty fee 
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Merupakan biaya yang dibayarkan pihak franchisee kepada 
CV. Kedai Digital sebagai Continuing franchise fee, yang 
dibayarkan setiap akhir bulan. Besarnya Royalty Fee adalah 2,5% 
dari omset kotor bulanan. 
Definisi sumber pendapatan tersebut diatas sudah sesuai 
dengan PSAK No. 23 yang menyebutkan bahwa pendapan adalah 
arus masuk bruto yang berasal dari aktivitas utama perusahaan. 
Aktivtas utama CV. Kedai Digital adalah penjualan franchise dari 
brand “Kedai Digital®” dan mendapatkan royalty fee dari penjualan 
tersebut. 
2. Pengukuran Pendapatan 
Joint fee dan royalty fee diukur dengan menggunakan harga 
kesepakatan, yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh pihak franchisee 
berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua 
belah pihak. 
Berikut ini adalah contoh salah satu pasal yang terdapat dalam 
perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang 
menjelaskan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak: 
 
PASAL 2 
HAK DAN KEWAJIBAN OPERATIONAL DAN KEPEMILIKAN  




Hak dan Kewajiban : 
1. Pihak Pertama adalah pemilik Hak Milik dan Hak Pakai brand 
Kedai Digital sesuai tercantum dalam sertifikat yang dikeluarkan 
oleh Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Republik 
Indonesia/Dirjen HAKI. Termasuk didalamnya pengembangan 
nama brand tersebut dikemudian hari, seperti Kedai Digital 
Cutting, Kedai Digital Video Shooting, Kedai Digital Production, 
dan lain-lain. 
2. Pihak Pertama adalah pencipta dan pemilik sistem kerja dan jaringan 
kerja Kedai Digital. 
3. Pihak Pertama berhak memberikan ijin penggunaan nama Kedai 
Digital kepada pihak yang dianggap kompeten untuk bergabung 
dalam jaringan usaha Kedai Digital. 
4. Pihak Pertama berhak mengatur sistem kerja dalam jaringan usaha 
Kedai Digital agar dapat berjalan sesuai dengan sistem kerja 
Kedai Digital. 
5. Pihak Pertama selaku Pemilik  Brand Kedai Digital berhak atas: 
a. Sharing Royalti Fee 2,5 % dari Omzet Kotor bulanan.  
b. Paket Bisnis Opportunity Fee Rp. 50.000.000 di awal usaha, 
untuk pembayaran perlengkapan produksi dan Join Fee  
Seumur Hidup, selamanya selama usaha berjalan, untuk 
satu cabang Kedai Digital. 
6. Pihak Pertama berkewajiban memberikan bantuan operasional 
kepada Pihak Kedua, baik berupa dukungan bahan baku maupun 
dukungan operational, dan peralatan. 
7. Pihak Pertama berhak melakukan Audit Keuangan operational 
Pihak Kedua dan Pihak Ketiga kapan saja sebagai upaya kontrol 
li 
 
profesional untuk menghindari tindakan kecurangan dan 
manipulasi yang melanggar hukum dan aturan perusahaan.  
8. Pihak Pertama berhak mencabut penggunaan nama Kedai Digital 
apabila : 
a. Pihak Kedua tidak dapat melakukan pengelolaan Kedai Digital 
secara maksimal, melanggar aturan manajemen Kedai Digital 
Corporate, dan tidak dapat secara konsisten bekerjasama 
membangun brand ini. 
b. Pihak Kedua tidak dapat secara disiplin memberikan laporan 
bulanan, royalti, dan seluruh kinerja yang dibutuhkan agar bisnis 
ini berjalan secara profesional. 
c. Terjadi perselisihan yang merugikan Brand Kedai Digital. 
PIHAK KEDUA 
Hak dan Kewajiban : 
1. Pihak Kedua berhak menggunakan nama Kedai Digital 28 sebagai 
brand usaha yang terbatas pada satu alamat di Sukabumi, atau 
lokasi lain karena proses pemindahan tempat usaha, bukan karena 
penambahan cabang. 
2. Piihak Kedua wajib membayar Join Fee senilai Rp. 50.000.000 di 
awal usaha termasuk di dalamnya paket perlengkapan dan 
peralatan usaha. 
3. Pihak Kedua berhak atas 100% Profit keuntungan setelah 
dikurangi nilai royalti 2,5% dari omzet kotor perbulan kepada 
Pihak Pertama. 
4. Pihak Kedua berhak untuk melakukan manajerial internal baik 
meliputi keuangan, produk, dan SDM, dengan tidak menyimpang 
dari aturan perusahaan Kedai Digital. 
5. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan support bahan baku 
tertentu dari Kedai Digital Supplies. 
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6. Pihak Kedua berhak menggunakan seluruh atribut brand Kedai 
Digital termasuk desain ruangan, warna ruangan dan lain 
sebagainya. 
7. Pihak Kedua wajib menjaga nama baik Kedai Digital dengan 
mematuhi sistem kerja dan konsep pelayanan standar Kedai 
Digital. 
8. Pihak Kedua wajib berkoordinasi dengan General Manager dalam 
setiap pengambilan keputusan yang bersifat internal maupun 
eksternal agar tidak menyimpang dari sistem kerja Kedai Digital. 
9. Pihak Kedua wajib menjaga jaringan kerja suplyer Kedai Digital 
yang sudah eksis, dengan tidak melakukan transaksi tertunda yang 
memperburuk kepercayaan suplyer kepada Kedai Digital. 
10. Pihak Kedua wajib menjaga kualitas SDM yang bekerja di Kedai 
Digital dengan melakukan standar kualifikasi pekerjaan dan 
kontrol secara rutin. 
11. Pihak Kedua berhak mengembangkan produk di Kedai Digital  
sesuai dengan segmen yang ingin diraih, apabila ada produk baru 
seperti Video Shooting dengan membawa Band Baru “Kedai 
Digital Video Shooting” harus dibicarakan kepada Pihak 
Pertama dengan system kepemilikan saham dan pembagian bagi 
hasil yang akan dibicarakan kemudian dalam Perjanjian 
Kerjasama yang lain. 
12. Pihak Kedua wajib berkoordinasi dengan Kedai Digital Supplies 
untuk sistem pengambilan bahan baku dari pihak di luar Kedai 
Digital. 
Pihak Kedua wajib memiliki dana yang cukup untuk 
operasional, dan stock bahan baku minimal untuk 2 bulan. 
    Sumber: MOU Kedai Digital Corporate 
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PSAK No. 23 menyebutkan bahwa pendapatan harus diukur 
dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima atau yang dapat diterima. 
Berdasarkan pernyataan diatas dan contoh MOU CV. Kedai Digital, 
perusahaan tersebut mengukur pendapatannya berdasarkan nilai wajar 
yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan dengan franchiseenya tanpa 
ada pengurangan harga (diskon/ potongan lainnya). 
3. Pengakuan Pendapatan 
a. Joint Fee 
Metode yang digunakan CV. Kedai Digital untuk mengakui 
pendapatan atas Joint Fee adalah metode kas. CV. Kedai Digital 
mencatat kas yang diterima saat awal perjanjian dengan franchisee 
sebagai pendapatan. Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi untuk 
memenuhi kewajiban kepada pihak franchisee diakui sebagai biaya. 
PSAK no. 23 menyebutkan bahwa pendapatan dari transaksi 
penjualan produk diakui pada saat tanggal penjualan, biasanya 
merupakan tanggal penyerahan produk kepada pelanggan. 
Penggunaan metode kas dalam pengakuan pendapatan atas joint fee 
belum sesuai dengan PSAK No. 23, karena secara teknis jasa tersebut 
belum dilaksnakan oleh CV. Kedai Digital. 
Pencatatan akuntansi atas pendapatan  joint fee: 
a. Pada saat menerima kas 
Kas    Rp 25.000.000,- 
  Pendapatan Joint fee  Rp 25.000.000,- 
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b. Pada saat memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak franchise 
Biaya Bahan Baku  Rp   5.000.000,- 
Biaya perlengkapan  Rp   2.500.000,- 
Biaya pengadaan peralatan Rp 13.000.000,- 




b. Royalty Fee 
Metode yang digunakan CV. Kedai Digital untuk mengakui 
pendapatan atas Royalty Fee adalah metode full accrual. CV. Kedai 
Digital akan mengakui pendapatan atas Royalty Fee setiap akhir bulan 
sebesar 2,5% dari total omset bulanan franchisee. 
PSAK No. 23 mengatur tentang pengakuan atas pendapatan 
royalty yaitu: imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva sumber-
sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain, seperti pendapatan 
bunga, dan royalty diakui sejalan dengan berlakunya waktu atau pada 
saat digunakan aktiva yang bersangkutan. CV. Kedai digital dalam 
mengakui pendapatan atas royalty fee sudah sesuai dengan pernyataan 
diatas yaitu dengan menggunakan metode full accrual. 
Jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan atas Royalty Fee: 
1) Pada saat mengakui royalty fee 
Piutang pendapatan  Rp 15.891.209,- 
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 Pendapatan franchise  Rp 15.891.209,- 
 
2) Pada saat menerima kas 
Kas    Rp. 15.891.209,- 
 Piutang pendapatan  Rp 15.891.209,- 
 
4. Penyajian dan Pengungkapan 
Berikut ini adalah laporan laba rugi yang disusun oleh CV. Kedai 














Sumber: Laporan Laba Rugi CV. Kedai Digital 
KEDAI DIGITAL CORPORATE 
LAPORAN LABA/ RUGI 
Untuk periode yang berakhir 31 Januari 2010 
     
     
PENDAPATAN ROYALTY       15.891.209  
PENDAPATAN JOINT FEE     25.000.000  
       40.891.209  
     
BIAYA USAHA    
Biaya Sewa        3.500.000  
Biaya Gaji        8.550.000  
Biaya pembukaan KD 28 Sukabumi    20.500.000  
Biaya Perlengkapan            139.120  
Biaya Administrasi              15.000  
Biaya Telp & Listrik            287.500  
Biaya Lain-lain        6.540.800  
     
Total Biaya Usaha       39.532.420  
     
LABA USAHA        1.358.789  
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Dalam PSAK No. 23 disebutkan bahwa penyajian dan 
pengungkapan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dianut 
dan jumlah signifikan dari pendapatan yang diakui. 
Berdasarkan pernyataan diatas, CV. Kedai digital sudah 
menyajikan laporan laba rugi sesuai dengan peraturan tersebut. 
Kebijakan akuntansi yang dianut secara implisit telah dijelaskan pada 
MOU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (franchisor dan 
franchisee). Sedangkan jumlah signifikan dari pendapatan yang diakui 
telah dipisahkan antara pendapatan yang diperoleh dari joint fee dan 
royalty fee 
Walaupun adakalanya CV. Kedai Digital menerima pendapatan 
lain selain dari joint fee dan royalty fee (seperti pendapatan bunga bank), 
akan tetapi karena jumlah nominalnya yang tidak material pihak 
manajemen memutuskan tidak memasukkan pendapatan bunga sebagai 


















Berdasarkan penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, penulis 
menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan pada perlakuan akuntansi terhadap 
pendapatan franchise di CV. Kedai Digital, antara lain sebagai berikut: 
A. KELEBIHAN 
1. Laporan keuangan yang disusun oleh CV. Kedai digital mudah dibaca oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan (franchisee/ calon franchisee), hal ini 
dikarenakan perusahaan tersebut mengunakan  metode pencatatan basis kas, 
kecuali untuk royalty fee menggunakan basis akrual.  
2. Penyusunan laporan keuangan yang sederhana dan fleksible lebih mudah 
diaplikasikan oleh seluruh franchisee, sehingga laporan yang dihasilkan 





1. CV. Kedai Digital mengakui pendapatan atas Joint Fee dengan menggunakan 
metode kas. Hal ini kurang tepat karena dapat menyebabkan pencatatan 
pendapatan dan biaya yang terlalu tinggi. 





Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan akuntansi terhadap pendapatan franchise di CV. Kedai Digital sudah 
sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan, hal ini dibuktikan antara 
lain dengan adanya: 
1. Penilaian pendapatan atas joint fee dan royalty fee sudah sesuai dengan PSAK 
No. 23 tahun 2009, yaitu dengan menggunakan harga kesepakatan antara 
pihak franchisor dan franchisee. 
2. Pengakuan pendapatan atas royalty fee sudah sesuai dengan PSAK No. 23 





Berdasarkan kelemahan yang ada, penulis mencoba memberikan saran 
yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi CV. Kedai Digital 
agar perlakuan pendapatan franchisenya sesuai dengan standar umum yang 
berlaku, yaitu:  
1. Pendapatan atas Joint Fee 
Pengakuan pendapatan atas Joint Fee sebaiknya menggunakan 
metode deposit. Metode ini lebih tepat digunakan dalam bisnis franchise 
karena lebih akurat, pendapatan diakui pada saat semua kewajiban-
kewajiban kepada franchisee telah selesai dilaksanakan. Sebelum 
kewajiban-kewajiban tersebut selesai dilaksanakan, franchisor tidak boleh 
mengakui penerimaan kas sebagai pendapatan melainkan mencatatnya 
sebagai uang muka. 
Jurnal rekomendasi untuk pencatat pendapatan atas joint fee adalah 
sebagai berikut: 
a. Pada saat menerima kas 
Kas     Rp 25.000.000,- 
Uang muka Joint fee   Rp 25.000.000,- 
b. Pada saat memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak franchisee 
Uang muka joint fee   Rp 25.000.000,- 
Perlengkapan    Rp   2.500.000,-  
Peralatan    Rp   5.000.000,- 
Bahan Baku    Rp 13.000.000,- 
 Pendapatan joint fee   Rp   4.500.000,- 
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2. Pendapatan bunga 
Walaupun jumlahnya tidak material tetapi sebaiknya perusahaan 
tetap mengakui pendapatan bunga sebagai pendapatan lain-lain yang 
diterima dan menyajikannya dilaporan laba/ rugi perusahaan. 
Jurnal rekomendasi untuk mencatat pendapatan bunga adalah: 
Kas     Rp. xxx 
 Pendapatan bunga bank  Rp. Xxx 
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Judul Tugas Akhir  : PENERAPAN AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN 
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Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Tugas Akhi ini saya buat sendiri. 
2. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui bahwa Tugas Akhir yang saya susun 
tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan/ salinan karya orang lain, maka saya 
bersedia menerima sanksi berupa: 
a. Sebelum dinyatakan LULUS menyusun ulang Tugas Akhir dan diuji kembali 
b. Setelah dinyatakan LULUS pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaan 
yang telah diperoleh 
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